
PEMERINTAH  PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  

 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telp. (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id 

PALANGKA  RAYA  73112 

 

 
SURAT PERNYATAAN  

Nomor : 010/PPID/VI/DP3APPKB/2025 
 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama  : dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes 

NIP : 19680717 199903 2 006 

Pangkat/Golongan  : Pembina Utama Muda (IV/c) 

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  

  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

  Provinsi Kalimantan Tengah 

 
Dengan ini menyatakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki dokumen jawaban PPID atas penolakan 

permohonan informasi pada tahun 2024 dan tahun berjalan. 

 

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palangka Raya, 01 Juli 2025 
 
KEPALA DINAS P3APPKB 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 
 
 
 

     dr. LINAE VICTORIA ADEN ,M.M.Kes 
     Pembina Utama Muda 
     NIP. 19680717 199903 2 006 

 
 
 

 

 

 



INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK 

PEMERINTAH  PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  

 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan Brigjen Katamso Nomor 11 Telp. (0536) 3224547 dan E-mail Kantor : dp3appkb@kalteng.go.id 

PALANGKA  RAYA  73112 

 

 
SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN  

No. Pendaftaran:            /PPID/DP3APPKB/ 

 
 
Nama : …………………………………………………. 

Alamat : …………………………………………………. 

Nomor Telp/email : …………………………………………………. 

Rincian Informasi yang di butuhkan : …………………………………………………. 

 

 

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:  

  

  

 

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :  

 

 

 Pasal 17 Huruf …… UU Keterbukaan Informasi Publik ** 
  

 Pasal … Undang-Undang ……. *** 

 

 

Bahwa berdasarkan Pasal -Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi  

sebagai berikut:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Dengan demikian menyatakan bahwa:  

 

  

  

 

Jika Permohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan  

keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat  

Keputusan ini .  

 

Palangka Raya,………………………….. 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  

‘ 

 

 

 

 

(………………………………………..) 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.  

** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP .  

*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, d iisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian  

dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan  

pasal dan undang -undangnya).  

**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan  

tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.  

 

 

 


